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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas RahmatNya

sehingga Laporan Kinerja iNstansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2023 Sekretariat KPU

Provinsi Sulawesi Barat dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kineia lnstansi Pemerintah (LKjlP) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi

Barat Tahun 2023, selain menguraikan capaian kinerja Tahun 2023 juga menguraikan

tentang Pencapaian Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Sulawesi Barat selama 't

(satu) tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2O2O - 2024 -

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2023, KPU Provinsi Sulawesi Barat

diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat,

relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa LKjIP Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh

karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

Kami berharap agar LKjIP dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan

media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi

Barat.

Mamuju, 24 Januan 2024

KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
SEKRET IS

BAKHTIAR

(,r,

I Loporon Kinerio KPU Provinsi Sulowesi Borol 2O23
,,'-'-7\''' st?, to,Jti 'rt

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua

pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga LKjIP ini dapat tersusun.
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi 

Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan 

kegiatan  yang telah dilaksanakan pada tahun  anggaran  2023.  Dengan  

berdasarkan  kepada  Keputusan  KPU  Provinsi Sulawesi Barat Nomor :  101 Tahun 

2022  tentang  P e r u b a h a n  Rencana  Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor. 82/PR.01.3-Kpt/76/Prov/XII/2022 Tentang Rencana Strategis 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat Tahun 2020-2024 serta  Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat Tahun Anggaran  2023  Nomor  SP DIPA- 076.01.2.984767/2023 Tanggal 30 

November 2022, Nomor SP DIPA- 076.01.2.984767/2023 Revisi ke-17 Tanggal 22 

Desember 2023, Sekretariat   KPU   Provinsi Sulawesi Barat menjabarkan sekaligus 

melaksanakan kinerja dalam  satu tahun  anggaran  yang terinci kedalam beberapa 

Program, Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Kegiatan. 

Untuk mewujukan Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sesuai 

dengan visi KPU  RI  yaitu  : “Menjadi  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  yang  

Profesional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas”, 

beberapa upaya dilakukan  KPU Provinsi Sulawesi Barat  untuk  mewujudkan  visi 

serta menggambarkan  tindakan  yang  disesuaikan  dengan  tugas  dan  fungsi,  

dirumuskan dalam  misi KPU Provinsi Sulawesi Barat yang selaras dengan  misi KPU 

RI, sebagai berikut : 

1. Membangun SDM yang kompeten untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum 

berintegritas; 

2. Memperkuat tata kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif dan 

efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel; 

3. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan; 

4. Mengelola data Pemilihan Umum yang akurat, menyeluruh, 

berkesinambungan dan mutakhir untuk pelayanan dan manajemen Pemilu; 

5. Menyusun regulasi/keputusan yang memberikan kepastian hukum, progresif 

dan partisipatif; 

6. Melayani hak Pemilih serta meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih 

melalui sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang berkelanjutan;  
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7. Melayani peserta Pemilu secara adil; dan 

8. Membangun kerjasama dengan stakeholder untuk memperkuat pelaksanaan 

tugas organisasi. 

Dalam mewujudkan visi  dan  melaksanakan misi  tersebut, maka tujuan  yang 

hendak dicapai oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat adalah : 

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelaksanaan demokrasi Indonesia; 

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pemilihan Umum 

yang demokratis melalui sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang 

berkelanjutan; dan 

3. Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan 

konsekuen. 

Sasaran-sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Barat yang hendak dicapai 

dalam tahun 2023, sebagai berikut : 

1. Penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang profesional, 

berintegritas dan mandiri; 

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

3. Penyempurnaan data Pemilu secara terus menerus, menyeluruh dan 

berkesinambungan; dan 

4. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 

politik secara murni dan konsekuen; 

Alokasi anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat pada  tahun  anggaran 2023 

yang tertuang dalam DIPA 076 sebesar Rp. 29.740.270.000 (Dua Puluh Sembilan 

Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan 

realisasi anggaran sebesar 29,326,351,719 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus 

Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas 

Rupiah) presentase realisasi berada pada agka 98.65%. Penggunaan  anggaran  
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diperuntukkan  bagi  upaya mewujudkan visi dan misi KPU Provinsi Sulawesi Barat, 

yang tertuang dalam tiga program yaitu: 7.4907.490.954.000 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 

Program ini merupakan program generik KPU Provinsi Sulawesi Barat 

dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : 

a. Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di 

lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat; 

b. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu; 

c. Terlaksananya manajemen perencanaan dan data; 

d. Terlaksananya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi 

kepegawaian; 

e. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 

perkantoran; dan 

f. Terlaksananya pemeriksaan di lingkungan sekretariat provinsi dan 

sekretariat kabupaten. 

Dengan indikator kinerja program sebagai berikut : 

• Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para 

pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi dalam pengelolaan 

keuangan; 

• Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang 

tepat; 

• Tersedianya dokumen perencanaan dan panganggaran, persentase 

kesesuaian antara Renstra dengan Renja K/L dan RKA K/L; 

• Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM 

dan layanan peningkatan kompetensi SDM; 

• Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi 

penunjang kinerja pegawai; dan 

• Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang 

ditindaklanjuti. 

• Penyelenggaraan  Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 

2. Penyelenggaraan  Pemilu Dalam Proses Konsoldasi Demokrasi. 
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Yang hendak dicapai dari program ini adalah : 

a. Tersusunnya rancangan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten 

se-Sulawesi Barat, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pemilu; 

b. Tersusunnya pedoman teknis dan bimbingan teknis/supervisi, 

publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan pemilih, 

dan 

c. Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan 

penyuluhannya. 

Adapun indikator kinerja dari program ini adalah : 

• Persentase keputusan KPU Provinsi yang sesuai format peraturan 

perundang-undangan; 

• Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini 

hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu; dan 

• Tersedianya Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten dan Juknis 

Pelaksanaan Tahapan. 

Secara keseluruhan, kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian output maupun realisasi anggaran yang 

telah dilaksanakan secara  optimal  dengan  efektif  dan  efisien.  Terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaannya. Dengan keyakinan dan kerja 

keras sebagai tanggung jawab bersama, segala kendala dapat diatasi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Pemilu) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. KPU bebas dari pengaruh 

pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan 

tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. 

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 

oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  secara demokratis. Pelaksanaan program 

dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai 

oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran 

negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang 

mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). 

LKj KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas 

dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut 

didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan 

bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas 

pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). 
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Pembuatan laporan juga mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada 

Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi 

selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 

tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 

2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU 

Provinsi selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target 

kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan 

peningkatan kinerja. 

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :  

1. Kedudukan 

Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya 

disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.  

2. Tugas 

Pada Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi adalah :  

▪ Tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :  

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; 
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d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya 

kepada KPU; 

e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 

Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih; 

f. merekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD 

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan 

mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan 

suara di KPU Kabupaten/Kota; 

g. membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan 

suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu 

Provinsi, dan KPU; 

h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi 

jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan 

membuat berita acaranya; 

i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi; 

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan 

tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; 

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Wewenang 

Pada Pasal 16 menyebutkan bahwa wewenang KPU Provinsi adalah : 

▪ Wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi : 

a. menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi; 

b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU 
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Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara; 

c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu 

anggota DPRD provinsi dan mengumumkan; 

d. menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota 

KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan 

Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

▪ Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan   

gubernur meliputi: 

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur; 

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 

PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan 

pedoman dari KPU; 

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang undangan; 

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan 

penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU; 

e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 

pemilihan gubernur; 

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 

Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan; 

h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 
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KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan 

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan 

suara; 

i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan 

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, 

Bawaslu Provinsi, dan KPU; 

j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil 

rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU 

Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan 

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan 

suara; 

k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan 

gubernur dan mengumumkannya; 

l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya; 

m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU; 

n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan 

dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 

o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai 

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau 

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada 

masyarakat; 

q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU; 

r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara 

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

gubernur; 



  
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 
www.kpu-sulbarprov.go.id 

  

 

Page   13  Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2023 

 

t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi; dan 

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat 

Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu 

oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU 

Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU.  

Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris 

KPU Provinsi bertugas :  

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;  

b. Memberikan dukungan teknis administratif;  

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan 

Pemilu;  

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota 

Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;  

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;  

f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;  

g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan  

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 

KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur organisasi Sekretariat 

KPU Provinsi terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, dan 3 (tiga) Bagian yaitu 1) bagian 

Perencanaan, Data, dan Informasi.  2) bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan 3) 

bagian , Teknis Penyelenggaraan Pemilu . Untuk subbagian, ada 6 (enam), yakni 1) 
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subbagian Hukum dan SDM, 2) subbagian Perencanaan, 3) subbagian Umum dan 

Logistik, 4) subbagian Keuangan, dan 6) subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  

dan Hupmas. 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar oganisasi 

KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU 

sesuai dengan Susunan Organisasi dan tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan 

perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi ke depan. 

Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Sulawesi Barat tersebut didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekreriat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti yang 

terlihat pada bagan di bawah ini : 
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Gambar 2 
Rancangan SOTK KPU Provinsi Sulawesi Barat  Berdasarkan PKPU 14 Tahun 

2020 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat termasuk 

dalam Sekretariat KPU Provinsi Tipe B. 
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C. Struktur Organisasi  

1. Sumber Daya Manusia  

KPU Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh 31 orang pegawai (PNS) dari 

berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang 

pendidikan pegawai KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) golongan, antara 

lain: SMP, SMA, D-III, S1, S2 dan S3.  

Tabel 1 

Rekap Jumlah PNS dan Tingkat Pendidikan 

Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat 2023 

 

Berdasarkan data bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana S1 

lebih besar yaitu 17 orang dan S2 sebanyak 5 orang. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik 

sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan 

kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur 

organisasi. 

 

 

 

 

 

Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan 

ORGANIK DPK TOTAL SMP SMA D-III S-1 S-2 S-3 

33 0 33 1 5 4 17 5 1 
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Gambar 3 

Sekretaris 
DR. BAKHTIAR, S.Pd., M.Pd. 

NIP. 19700313 199512 1 006 
(IV/c) 

Kabag  Keuangan, Umum, & Logistik 
 

MUSTAMIN., SE. 
NIP. 19741010 200912 1001 

(III/d) 

Kabag Perencanaan Data dan Informasi  
 

DJUMRAH ASSAK., SPd.,MM  
NIP. 19680709 199803 2 004 

(IV/b) 
 

 

Kabag Hukum,TPPP & Hupmas 
 

SAHWAN SUSETYO., S.SOS. 
NIP. 19750703 200912 1 001 

(III/d) 
 

Kasubag. Keuangan 
 

HERAWATI, S.IP 
NIP. 19761224 201012 2 001 

(III/c) 
 
 

 
 Staf/Pelaksana 
 

1. HASDADILLAH, S.IP 
NIP. 19850304 201001 2 038 
(III/b) 

2. RAKHMAD BUDI PURNAWAN 
NIP. 1993070 520201 2 1016 
(III/a) 

3. PUTRI NURJANNAH 
MUHAMMAD 
NIP. 1998071 120201 2 2005 
(II/c) 

4. AKMALUDDIN HASWIN S.IP 
NIP.19901119 202012 1 003 
(III/a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasubag. Umum, & Logistik 
 

BAHRUM., SE.M.AP 
NIP. 19870419 201012 1002 

(III/c) 

 
 

 Staf/Pelaksana 
 

1. DJAMALUDDIN 
NIP. 19780220 200902 1 004 
( 

2. RATNAH 
NIP. 19850802 201001 2 040 
(II/c) 

3. SALMA 
NIP. 19801212 201212 2 007 
(III/a) 

Kasubag Data dan Informasi 
 

R. KURNYADI J. S.KOM 
NIP. 19791222 200912 1 001 

(III/c) 

 

Staf/Pelaksana 
 

1. RISKA S.KOM 
NIP. 198609181 201012 2 004 
(III/a) 

2. REZA ANANDA PUTRA, S.KOM 
NIP. 19940209 202012 1 008 
(III/a) 
 
 

Kasubag. Hukum dan SDM 
 

ASNI.,SH.,MH 
NIP. 19830416 201012 2 003 

(III/c) 
) 

Staf/Pelaksana 
 

1. HERMIN PALILING 
NIP. 19840327 201001 2 025 
(III/a) 

2. NUR ENNY 
NIP. 19810727 201001 2 028 
(II/c) 

3. ABDUL WAHID R.,S.IP. 
NIP. 19950713 201903 1 004 
(III/a) 

 
 
 

 
 

Plt. Kasubag TPP & Hupmas 
 

MUHAMMAD ANUGRAH 
NIP. 19860930 201012 1002 

(III/c) 

Staf/Pelaksana 
 

1. ZULKARNAEN 
NIP. 19810206 201001 1 017 
(II/c) 

2. SIDDIK 
NIP. 19781231 201001 1 045 
(I/d)  

3. A. ERNIWATY, B.Sc. 
NIP. 19660611 200701 2 022 
(III/b) 

4. ANDI TENRI WULANG, S. 
IP 
NIP. 19930528 202012 2 017 
(III/a) 

5. RAFIDAH 
NIP. 19860416 201001 2 031 
(II/c) 
 
 

Staf/Pelaksana 
1. KARTINI, A.Md.Kom. 

NIP. 19880816 201012 2 004 
(III/a) 

2. MAYA SARI BR PURBA, 
s.Ab 
NIP. 19950518 202012 2 016 
(III/a) 

Kasubag Perencanaan 
 

YANTHY NOFIANTY, SH 
NIP. 19840114 200902 2 008 

(III/c) 

Jabatan Fungsional 
 Arsiparis Ahli Pertama 

 

RAJABIAH, SE 

NIP. 19851231 201001 2 066 

(III/c) 
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3. Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat 

 

➢ Sekretariat KPU Provinsi  Sulawesi Barat Mempunyai Tugas : 

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;   

b. memberikan dukungan teknis dan administratif;   

c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam 

menyelenggarakan Pemilu;  

d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;   

e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan 

KPU Provinsi;   

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungiawaban KPU Provinsi; dan   

g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

  

➢ Sedangkan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat :   

a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan 

kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;   

b. pemberian  dukungan  teknis  dan  administratif 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;  

 

c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, 

ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan 

pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan 

Sekretariat KPU Provinsi;  

d. fasilitasi  penyusunan  Rancangan  Keputusan  KPU 

Provinsi;  

e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 
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Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;   

f. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan 

masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;   

g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian 

data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan   

h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU 

Provinsi.  

 

➢ Sekretariat KPU Provinsi  Sulawesi Barat, dalam menjalankan tugas 

dan fungsi sebagaimana dimaksud, sehingga mempunyai 

wewenang:   

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan 

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, 

dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;  

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan  

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

➢ Sekretariat KPU Sulawesi Barat Mempunyai 3 Bagian, yakni :  

a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;  

b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan 

Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;  

c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan  

d. Kelompok JF.  

❖ Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, 

urusan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. 
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4. Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat 

➢ Sekretariat KPU Provinsi  Sulawesi Barat Mempunyai Tugas : 

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;   

b. memberikan dukungan teknis dan administratif;   

c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam 

menyelenggarakan Pemilu;  

d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;   

e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan 

KPU Provinsi;   

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungiawaban KPU Provinsi; dan   

g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

  

➢ Sedangkan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat :   

a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan 

kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;   

b. pemberian  dukungan  teknis  dan  administratif 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;  

c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, 

ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan 

pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan 

Sekretariat KPU Provinsi;  

d. fasilitasi  penyusunan  Rancangan  Keputusan  KPU 

Provinsi;  

e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;   
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f. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan 

masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;   

g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian 

data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan   

h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU 

Provinsi. 

➢ Sekretariat KPU Provinsi  Sulawesi Barat, dalam menjalankan tugas 

dan fungsi sebagaimana dimaksud, sehingga mempunyai 

wewenang :   

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan 

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;  

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan  

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

➢ Sekretariat KPU Sulawesi Barat Mempunyai 3 Bagian, yakni :  

a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;  

b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan 

Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;  

c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan  

d. Kelompok JF.  

❖ Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, 

urusan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. 

❖ Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi:  

a. pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;   
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b. pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik 

KPU Provinsi; dan  

c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan 

keuangan, urusan rumah tangga, umum, dan logistik 

kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.  

▪ Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas:  

a. Subbagian Keuangan; dan  

b. Subbagian Umum dan Logistik.   

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan.  

(2) Subbagian Umum dan Logistik sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melakukan 

penyiapan urusan rumah tangga, umum dan 

logistik Pemilu dan Pemilihan.  

❖ Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, 

Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, 

hubungan masyarakat, hukum, dan pengelolaan sumber daya 

manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.  

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya  

Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan  teknis  penyelenggaraan  Pemilu 

 dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi 

Barat;  

b. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan 

partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di 
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lingkungan KPU Provinsi Sulawesi barat dan KPU 

Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;  

c. koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, 

dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan 

pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa  

Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah 

kerjanya; dan  

d. pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan 

sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah 

kerjanya. 

▪ Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi 

dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber 

Daya Manusia terdiri atas:  

a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat; dan  

b. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.  

(1) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, 

sebagaimana dimaksud mempunyai tugas 

melakukan analisis dan penyiapan teknis 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, 

partisipasi, hubungan masyarakat dan 

sosialisasi.  

(2) Subbagian Hukum dan Sumber Daya 

Manusia sebagaimana dimaksud mempunyai 

tugas melaksanakan analisis dan penyiapan 

koordinasi dan penyusunan dan pengkajian 

produk hukum, dokumentasi informasi hukum, 

pemberian advokasi dan pendapat hukum, 

fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan 
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Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya 

manusia.  

❖ Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta 

pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.  

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan perencanaan program dan anggaran di 

lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat;   

b. pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU 

Provinsi Sulawesi Barat; dan  

c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan 

perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan  

data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di 

wilayah kerjanya.  

  

▪ Bagian Perencanaan, Data dan Informasi terdiri 

atas:  

a. Subbagian Perencanaan; dan  

b. Subbagian Data dan Informasi.  

  

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melakukan 

analisis dan penyiapan penyusunan rencana 

program dan anggaran.  

(2) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melakukan 

analisis dan penyiapan pengelolaan data dan 

informasi.  
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d. pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;   

e. pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik 

KPU Provinsi; dan  

f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan 

keuangan, urusan rumah tangga, umum, dan logistik 

kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.  

▪ Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas:  

c. Subbagian Keuangan; dan  

d. Subbagian Umum dan Logistik.   

(3) Subbagian Keuangan sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan.  

(4) Subbagian Umum dan Logistik sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melakukan 

penyiapan urusan rumah tangga, umum dan 

logistik Pemilu dan Pemilihan.  

❖ Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, 

Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, 

hubungan masyarakat, hukum, dan pengelolaan sumber daya 

manusia di  

 

lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah 

kerjanya.  

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya  

Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, menyelenggarakan fungsi:  



  
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 
www.kpu-sulbarprov.go.id 

  

 

Page   26  Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2023 

 

a. pelaksanaan  teknis  penyelenggaraan  Pemilu 

 dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi 

Barat;  

b. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan 

partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di 

lingkungan KPU Provinsi Sulawesi barat dan KPU 

Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;  

c. koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, 

dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan 

pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa  

Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah 

kerjanya; dan  

d. pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan 

sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah 

kerjanya. 

▪ Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi 

dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber 

Daya Manusia terdiri atas:  

c. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat; dan  

d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.  

(3) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, 

sebagaimana dimaksud mempunyai tugas 

melakukan analisis dan penyiapan teknis 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, 

partisipasi, hubungan masyarakat dan 

sosialisasi.  

(4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya 

Manusia sebagaimana dimaksud mempunyai 
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tugas melaksanakan analisis dan penyiapan 

koordinasi dan penyusunan dan pengkajian 

produk hukum, dokumentasi informasi hukum, 

pemberian advokasi dan pendapat hukum, 

fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan 

Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya 

manusia.  

❖ Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta 

pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.  

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan perencanaan program dan anggaran di 

lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat;   

b. pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU 

Provinsi Sulawesi Barat; dan  

c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan 

perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan  

data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di 

wilayah kerjanya.   

▪ Bagian Perencanaan, Data dan Informasi terdiri 

atas:  

a. Subbagian Perencanaan; dan  

b. Subbagian Data dan Informasi.   

(3) Subbagian Perencanaan sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melakukan 

analisis dan penyiapan penyusunan rencana 

program dan anggaran.  
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(4) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melakukan 

analisis dan penyiapan pengelolaan data dan 

informasi.  
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D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan LKj Sekretariat KPU Provinsi adalah sebagai berikut :  

KATA PENGANTAR  

RINGKASAN EKSEKUTIF  

DAFTAR ISI  

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan 

tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA  

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada 

bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta 

indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi 

Sekretariat KPU Provinsi. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas 

kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan 

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil.  

A. Capaian Kinerja Organisasi. 

1. Perbandingan target dan real tahun ini. 

2. Analisis sebab berhasil dan gagal atau naik/turun kinerja dan solusi. 

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

B. Realisasi Anggaran. 

 

BAB IV PENUTUP  

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, 

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat 

KPU Provinsi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di 

tahun mendatang.  

LAMPIRAN 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

A. Pengukuran Kinerja 

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat diukur dari pencapaian 

Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat  KPU 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 pada seluruh sasaran Strategis. Kinerja 

Tahun 2023 merupakan kinerja tahun keempat Renstra KPU Provinsi 

Sulawesi Barat 2020-2024. Adapun target kinerja Sasaran program KPU 

Provinsi Sulawesi barat dalam kurun waktu tahun 2022-2024 sebagai berikut : 

Tabel 2 
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen  2020-2024 

 

 
Program/ 
Kegiatan 

Sasaran 
Program 

(Outcome)
/ Sasaran 
Kegiatam 

Indikator 

Target  
Kinerja 

 
2020 

 
2021 

2022 
 

2023 
 

2024 

I. Program dan Dukungan Manajemen 

 Terlaksana
nya riset 
kepemilua
n 

Jumlah riset 
kepemiluan 

1 
dokumen 

1  
dokumen 

1 
Dokumen 

1 
dokumen 

1 
dokumen 

Meningkat
nya 
Kapasitas 
SDM yang 
Berkompet
en 

Persentase 
kesesuaian 
kompetensi 
pegawai 
terhadap 
standar 
kompetensi 
penugasanny
a di KPU 
Provinsi dan 
KPU 
Kabupaten 
Kota 

90% 95% 95% 100%    100% 

Terwujudn
ya 
Dukungan 
Sarana 
dan 
Prasarana 
Guna 

Persentase 
Tersedianya 
Sarana dan 
Prasarana 
untuk 
Memenuhi 
Kebutuhan 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 
 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 
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Meningkat
kan 
Kelancara
n Tugas 
KPU 

Kerja 
Pegawai yang 
Berfungsi 
dengan Baik 
di KPU 
Provinsi dan 
Kabuoaten/K
ota 

Meningkat
nya 
Akuntabilit
as 
Keuangan 
dan 
Kinerja 
KPU 

Nilai Evaluasi 
atas 
Akuntabilitas 
Kinerja KPU 
Provinsi  

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

Terwujudn
ya Data 
Pemilih 
secara 
Berkelanjut
an 

Persentase 
ketepatan 
waktu KPU 
Provinsi atau 
KPU 
Kabupaten/ 
Kota dalam 
pemutakhirka
n Data 
Pemilih 

 
 
 

100% 
 

 
 
 

100% 
 

 
 
 

100% 
 

 
 
 

100% 
 

 
 
 

100% 
 

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi   

 Terwujudn
ya 
kerjasama 
dengan 
lembaga 
Penyeleng
gara 
Pemilu  

Jumlah 
Fasilitasi 
Kerjasama 
KPU Provinsi 
Dengan 
Instansi 
Terkait Dalam 
Rangka 
Penguatan 
Kelembagaan 
Demokrasi 

15 
Kegiatan 

15 
Kegiatan 

15 
Kegiatan 

15 
Kegiatan 

15 
Kegiatan 

Terwujudn
ya rencana 
kerja dan 
anggaran 
KPU 
Provinsi 
dan KPU 
Kabupaten
/Kota yang 

Jumlah revisi 
yang 
dilakukan 
KPU Provinsi 
atau KPU 
Kabupaten/K
ota terhadap 
rencana kerja 
yang telah 

8 kali 
 

8 kali 
10 kali 12 kali 24 kali 
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efektif dan 
efisien 

ditetapkan 

Terwujudn
ya sistem 
administra
si 
penyeleng
garaan 
Pemilu 
yang tertib, 
efektif dan 
efisien 

Persentase 
laporan 
monitoring 
dan evaluasi 
yang 
dilakukan 
secara 
akuntabel dan 
tepat waktu 
oleh KPU 
Provinsi  

75% 75% 75% 75% 75% 

Persentase 
tercapainya 
target kinerja, 
KPU Provinsi 
atau KPU 
Kabupaten/K
ota yang 
sesuai 
dengan 
perjanjian 
kinerja 

90% 90% 90% 90% 90% 

Terwujudn
ya 
Reformasi 
Birokrasi di 
KPU 
Provinsi 
dan KPU 
Kabupaten
/Kota 

Persentase 
KPU Provinsi, 
KPU 
Kabupaten/K
ota yang 
ditunjuk 
sebagai pilot 
project yang 
mendapat 
nilai minimal 
B untuk 
penilaian 
mandiri RB 

70% 80% 90% 100% 100% 

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 

 Meningkat
nya tertib 
administra
si dan 
pengelolaa
n sumber 
daya 
manusia 

Persentase 
pegawai yang 
mendapatkan 
layanan 
kepegawaian 
secara tepat 
waktu dan 
akurat di 
lingkungan 

97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 
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satker KPU 
Provinsi  

Persentase 
Penegakkan 
Disiplin 
Pegawai di 
KPU Provinsi  

90% 90% 90% 90% 90% 

Persentase 
Pegawai 
Pemerintah 
dengan 
Perjanjian 
Kontrak 
(PPPK) yang 
diseleksi 
melalui 
Peraturan 
Perundang-
Undangan di 
KPU Provinsi  

40% 60% 80% 90% 100% 

Terlaksana
nya Proses 
seleksi 
Anggota 
KPU, KPU 
Provinsi 
dan KPU 
Kabupaten
/Kota 
Sesuai 
Peraturan 
Perundang
Undangan 
yang 
Berlaku 

Persentase 
Anggota KPU 
Provinsi dan 
KPU 
Kabupaten/K
ota yang 
diseleksi 
sesuai 
dengan 
periode masa 
jabatan dan 
PAW 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tersediany
a data dan 
informasi 
kepegawai
an 

Persentase 
Pegawai KPU 
Provinsi yang 
Tercatat 
secara akurat 
dalam Data 
Base 
Kepegawaian 
berbasis 
teknologi 
informasi 

50% 70% 80% (90)% 95% 

Tersediany
a Jabatan 

Persentase 
PNS KPU 

40% 60% 80% 90% 100% 
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Fungsional 
Penata 
Kelola 
Pemilu (JF 
PKP) 
sesuai 
peraturan 
perundang
-undangan 
yang 
berlaku 

Provinsi yang 
menduduki 
Jabatan 
Fungsional 
Penata Kelola 
Pemilu (JF 
PKP) yang 
diseleksi 
sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang berlaku 

Pembentu
kan Badan 
Penyeleng
gara 
Adhok 

Jumlah badan 
adhok yang 
dipersiapkan 
dan dibentuk 
di lingkungan 
satker KPU 
Provinsi dan 
KPU 
Kabupaten/K
ota 

 
7 Satker  

 
7 Satker  7 Satker  7 Satker 7 Satker  

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 

 Meningkat
nya 
pembinaan 
perbendah
araan 

Persentase 
Pejabat 
Perbendahar
aan yang 
menyelesaika
n 
pertanggungj
awaban 
penggunaan 
anggaran 
sesuai 
ketentuan di 
KPU Provinsi  

90% 90% 90% 90% 90% 

Terlaksana
nya sistem 
akuntansi 
dan 
pelaporan 
keuangan 

Jumlah 
laporan 
sistem 
akuntansi dan 
pelaporan 
keuangan di 
KPU Provinsi  

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 

Terselesaik
annya 
permasalah

Persentase 
permasalaha
n dalam 

80% 85% 85% 90% 90% 



  
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 
www.kpu-sulbarprov.go.id 

  

 

Page   35  Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2023 

 

an 
pengelolaan 
keuangan 

pengelolaan 
keuangan 
yang dapat 
diselesaikan  
oleh KPU 
Provinsi  

Tersusunn
ya laporan 
pertanggu
ngjawaban 
penggunaa
n 
anggaran 

Persentase 
ketepatan 
waktu dan 
kevalidan 
data KPU 
Provinsi atau 
KPU 
Kabupaten/K
ota dalam 
penyampaika
n Laporan 
Pertanggungj
awaban 
Penggunaan 
Anggaran 
berbasis 
SIMONIKA 

95% 95% 95 % 95% 95% 

Terwujudn
ya 
Pengelolaa
n Barang 
Milik 
Negara 
sesuai 
dengan 
Peraturan 
dan 
Perundang
an yang 
berlaku 

Persentase 
kepatuhan 
KPU Provinsi 
dan KPU 
Kabupaten/K
ota dalam 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Negara yang 
Material 

98% 98% 98% 98% 98% 

Jumlah 
Laporan 
Barang Milik 
Negara 
Berdasarkan 
SIMAK BMN 
yang Datanya 
Sesuai 
dengan Data 
SAK di KPU 
Provinsi  

5 lap  5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 

4. Penyelenggaran Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor 

 Meningkat
nya 

Persentase 
pengelolaan 

87.5% 87.5% 
 
 87.5% 

87.5% 87.5% 
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Kualitas 
Tata 
Kelola 
Administra
si 
Persuratan 
dan 
Pengelolaa
n Arsip 

Arsip Inaktif 
sesuai Aturan 
Kearsipan 
oleh KPU 
Provinsi dan 
KPU 
Kabupaten/K
ota 

 

Terwujudn
ya 
Dukungan 
Sarana 
dan 
Prasarana 
guna 
Meningkat
kan 
Kelancara
n Tugas 
KPU 

 Persentase 
ketersediaan 
sarana 
transportasi 
untuk 
mendukung 
kinerja 
pegawai yang 
berfungsi 
dengan baik 
di lingkungan 
satker KPU 
Provinsi 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
ketersediaan 
fasilitas 
perkantoran 
untuk 
mendukung 
kinerja 
pegawai yang 
berfungsi 
dengan baik 
di lingkungan 
satker KPU 
Provinsi  

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
ketersediaan 
Gedung dan 
Gudang KPU 
Provinsi atau 
KPU 
Kab/Kota 
yang 
berfungsi 
dengan baik 

100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkat
nya 
Kualitas 

Persentase 
ruangan rapat 
yang 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Layanan 
Persidang
an dan 
Protokol 

digunakan 
tidak ada 
yang 
bersamaan 
dalam waktu 
dan tempat di 
lingkungan 
satker KPU 
Provinsi  

Persentase 
Hasil Rapat 
Pleno di KPU 
Provinsi atau 
yang 
ditindaklanjuti 
paling lambat 
4 hari kerja 

100% 100% 100% 100% 100% 

Terwujudn
ya 
Keamanan 
dan 
Ketertiban 
di 
lingkungan 
KPU/KPU
Provinsi/K
PU 
Kabupaten
/Kota 

Persentase 
gangguan 
keamanan 
dalam 
lingkungan 
KPU Provinsi 
atau KPU 
Kabupaten/K
ota yang 
dapat 
ditanggulangi 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Terwujudn
ya 
Dukungan 
Sarana 
dan 
Prasarana 
guna 
Meningkat
kan 
Kelancara
n Tugas 
KPU 

Persentase 
ketersediaan 
sarana 
transportasi 
untuk 
mendukung 
kinerja 
pegawai yang 
dapat 
dipenuhi di 
lingkungan 
satker KPU 
Provinsi 

70% 70% 70% 70% 70% 

Persentase 
ketersediaan 
fasilitas 
perkantoran 
untuk 
mendukung 

70% 70% 70% 70% 70% 
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kinerja 
pegawai yang 
dapat 
dipenuhi di 
lingkungan 
satker KPU 
Provinsi 

Persentase 
ketersediaan 
Gedung dan 
Gudang KPU 
Provinsi dan 
KPU 
Kabupaten/K
ota yang 
dapat 
dipenuhi 

72% 72% 72% 72% 72% 

5. Pengendalian Internal Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Barat 

 Meningkatk
an 
Penyelengg
araan SPIP 

Nilai 
marturitas 
SPIP Provinsi 

3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 

Meningkat
nya 
akuntabilit
as kinerja 
dan 
keuangan 
di 
Lingkunga
n KPU 
Provinsi 

Presentase 
KPU Provinsi 
dan 
Kabupaten  
yang 
mendapatkan 
nilai 
akuntabilits 
kinerja 
minimal B 

60% 60% 70% 70% 70% 

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Serta Penelitian dan Pengembangan 

 Peningkata
n 
kompetens
i SDM 
KPU 

Persentase 
Pegawai yang 
Telah 
Mengikuti 
Pendidikan 
dan Pelatihan 
dalam 
Rangka 
Peningkatan 
Kompetensi 
SDM di KPU 
Provinsi  

100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah PNS 
KPU Provinsi 

3 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 
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atau KPU 
Kabupaten 
yang lulus S2 
Program 
Studi Tata 
Kelola Pemilu 
maupun 
program studi 
Prioritas KPU 
lainnya (IT, 
Akuntansi, 
Hukum) 
sesuai jadwal. 

 

Tabel 3 

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu  
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 

 

Progra
m/ 

Kegiata
n 

Sasaran 
Program 

(Outcome)/ 
Sasaran 
Kegiatan Indikator 

Target Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 

II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 

 

1. Terwujudnya 
Dukungan 
Logistik 
dalam 
Penyelenggar
aan 
Pemilu/Pemili
han 

Persentase 
keberhasilan distribusi 
logistik Pemilu/ 
Pemilihan secara 
tepat jumlah, tepat 
jenis, tepat mutu dan 
tepat waktu oleh 
Satker KPU Provinsi  

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Terwujudnya 
Tahapan 
Pemilu/Pemili
han Sesuai 
Jadwal 

Persentase 
keberhasilan 
penyelenggaraan 
Pemilu/ Pemilihan  
yang sesuai jadwal 
oleh KPU Provinsi/ 
KPU Kabupaten/Kota 

100% 100% 100% 100% 100% 

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Terlaksananya 
pengelolaan 
dan pelayanan 
informasi hukum 

Persentase produk 
hukum yang dikelola 
dan didokumentasikan 
sesuai peraturan 
perundang-undangan 
oleh KPU Provinsi  

92% 95% 97% 100% 100% 
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Persentase informasi 
produk hukum yang 
disajikan secara 
cepat, tepat, dan 
akurat sesuai dengan 
SOP oleh KPU 
Provinsi  

90% 92% 93% 94% 100% 

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum  

 

Terlaksananya 
penyelesaian 
sengketa dan 
pelayanan 
pertimbangan 
hUkum 
 
 

Penurunan jumlah 
sengketa hukum 
dalam perkara 
perselisihan sengketa 
hukum yang dihadapi 
oleh KPU Provinsi 
atau KPU 
Kabupaten/Kota 

8 
perkara 

7  
perkara 

6 
perkara 

4  
perkara 

4 
perkara 

Penurunan jumlah 
sengketa hukum yang 
diajukan ke 
Mahkamah Konstitusi  
 

4 
perkara 

3 
perkara 

3  
perkara 

2 
perkara 

2 
perkara 

  

Persentase sengketa 
hukum yang 
dimenangkan KPU 
Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota 
 
 

88% 88% 89% 89% 90% 

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW 

 

Terwujudnya 
Penyelenggaraa
n Pemilu / 
Pemilihan 
Sesuai Jadwal 

Persentase ketepatan 
waktu dalam 
penetapan jadwal 
tahapan dan petunjuk 
teknis 
penyelenggaraan 
Pemilu/Pemilihan oleh 
KPU Provinsi dan 
KPU Kabupaten/Kota 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase KPU 
Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang 
memutakhirkan data 
wilayah/ pemetaan 
dan penetapan 
Daerah Pemilihan 
untuk Pemilu Tahun 
2024 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Terlaksananya  
layanan 
administrasi 
PAW tepat 
waktu dan 
sesuai aturan 

Persentase proses 
PAW anggota DPR 
dan DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota dapat 
diselesaikan dalam 
waktu 5 hari kerja 

100% 100% 100% 100% 100% 

Pengelolaan 
Calon Peserta 
Pemilu 

Persentase Calon 
Peserta Pemilu yang 
dapat difasilitasi oleh 
KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota 

7 
Satker  

7 
Satker  

7 
Satker  

7 
Satker  

7 Satker  
 

 

Persentase data 
kepengurusan dan 
keanggotaan partai 
politik yang 
dimutakhirkan oleh 
KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota 
 

- 40% 80% 40% 60% 

4. Fasilitasi Pelatihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 

 

Pengelolaan 
Rumah Pintar 
Pemilu 

Presentase Pusat 
Pendidikan Pemilih 
yang telah dibentuk 
oleh KPU Provinsi 
atau KPU 
Kabupaten/Kota 

7 
Satker  

7 
Satker  

 
7 

Satker  
 

 
7 

Satker  
 

7 
Satker  

Persentase KPU 
Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang 
dilengkapi dengan 
digitalisasi Rumah 
Pintar Pemilu (RPP) 

- 
14,2%  
 

28,6 %  
 

42,8%  
 

57,1%  
 

Pendidikan 
Pemilih Kepada 
Masyarakat 
Umum 

Persentase satker 
KPU Kabupaten/Kota 
yang memiliki 
"Pendidikan Pemilih 
Kepemiluan dan 
Demokrasi" untuk 
masyarakat umum 

85% 90% 95% 98% 100% 

Pendidikan 
Pemilih Kepada 
Pemilih Pemula, 
Perempuan, 
dan Disabilitas 

Persentase satker 
KPU Kabupaten/Kota 
yang memiliki 
"Pendidikan Pemilih 
Kepemiluan dan 
Demokrasi" untuk 
pemilih perempuan 

85% 90% 95% 98% 100% 



  
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 
www.kpu-sulbarprov.go.id 

  

 

Page   42  Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2023 

 

Persentase satker 
KPU Kabupaten/Kota 
yang memiliki 
"Pendidikan Pemilih 
Kepemiluan dan 
Demokrasi" untuk 
pemilih pemula 

85% 90% 95% 98% 100% 

Persentase satker 
KPU Kabupaten/Kota 
yang memiliki 
"Pendidikan Pemilih 
Kepemiluan dan 
Demokrasi" untuk 
pemilih disabilitas 

85% 90% 95% 98% 100% 

Pendidikan 
Pemilih Kepada 
Daerah 
Partisipasi 
Rendah, Daerah 
Potensi 
Pelanggaran 
Pemilu Tinggi, 
dan Daerah 
Rawan 
Konflik/bencana 

Persentase 
penempatan satker 
KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota 
di Daerah Potensi 
Pelanggaran Pemilu 
Tinggi, Daerah Rawan 
Konflik/Bencana, dan 
atau Daerah dengan 
Partisipasi Masyarakat 
Rendah yang 
mendapatkan 
"Pendidikan Pemilih 
Kepemiluan dan 
Demokrasi 

85% 90% 95% 98% 100% 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
informasi dan 
data yang cepat 
serta akurat 

Persentase 
Permohonan informasi 
yang ditindaklanjuti 
melalui PPID sesuai 
dengan SOP di KPU 
Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase informasi 
dan publikasi tahapan 
Pemilu/Pemilihan 
yang dimuat di 4 
media massa Nasional 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase informasi 
dan publikasi tahapan 
Pemilu/Pemilihan 
yang ditampilkan di 
media publikasi oleh 
KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota 

100% 100% 100% 100% 100% 
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paling lambat 1 (satu) 
hari kerja 

Sosialisasi 
Kebijakan KPU 
Kepada 
Stakeholder 
(Partai Politik, 
LSM, Ormas, 
Pemerintah 
Daerah, 
Perguruan 
Tinggi, dan 
Masyarakat) 

Persentase 
penyampaian 
informasi dan 
publikasi dalam 
tahapan 
Pemilu/Pemilihan 
yang ditampilan di 
media publikasi oleh 
KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota 

1 
Provin
si; 6 
Kabu 
paten 

1 
Provin
si; 6 
Kabu 
paten 

1  
Provin 
si; 6 
Kabu 
paten 

1 
Provinsi

; 6 
Kabu 
paten 

1 
Provins

i; 6 
Kabu 
paten 

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik 

 

Terlaksananya 
fasilitasi 
pengelolaan 
data kebutuhan, 
pengadaan, 
pendistribusian, 
serta 
pemeliharaan 
dan 
inventarisasi 
logistik 
Pemilu/pemiliha
n 

Persentase 
keberhasilan KPU 
Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan 
Pemilu/Pemilihan 
tanpa ada 
permasalahan 
anggaran dalam 
pemenuhan 
kebutuhan logistik 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
keberhasilan KPU 
Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota 
dalam proses 
pengadaan logistik 
untuk keperluan 
Pemilu/Pemilihan 
tanpa adanya kasus 
terhadap proses 
pengadaan yang 
mengakibatkan 
kerugian negara atau 
pemborosan uang 
negara 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
keberhasilan 
pendistribusian logistik 
Pemilu/Pemilihan 
secara tepat jenis, 
jumlah dan waktu oleh 
KPU Provinsi atau 

100% 100% 100% 100% 100% 
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KPU Kabupaten/Kota 

Persentase 
keberhasilan KPU 
Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota 
dalam 
penginventarisasian 
dan pemeliharan 
logistik 
Pemilu/Pemilihan KPU 
Kabupaten/Kota 1 
(satu) hari sebelum 
pelaksanaan 
pemungutan suara 
dalam 
Pemilu/Pemilihan 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

Ketersediaan 
Logistik Pemilu/ 
Pemilihan 

Persentase 
penyediaan logistik 
Pemilu/Pemilihan oleh 
KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota 
 

7 
Satker  

7 
Satker  

7  
Satker  

7  
Satker  

7  
Satker  

Ketersediaan 
Suara Pilkada 
Hasil 
Pemilu/Pemiliha
n 

Persentase 
Pelaksanaan 
Pemungutan sampai 
dengan penetapan 
hasil Pemilu/ 
Pemilihan 

7 
Satker  

 

7 
Satker  

 

7 
Satker  
 

7 
Satker  
 

7 
 Satker  
 

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi  

 

Tersedianya 
data, informasi, 
sarana dan 
prasarana 
teknologi 
informasi serta 
penerapan e-
government 
KPU 

Persentase KPU 
Kabupaten dan KPU 
Provinsi yang 
melaksanakan 
pemutakhiran data 
pemilih secara 
berkelanjutan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Sarana 
dan Prasarana 
Teknologi Informasi 
untuk Sistem 
Informasi yang aman, 
handal dan lancar 
yang dimiliki KPU 
Provinsi  

100% 100% 100% 100% 100% 
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Persentase aplikasi 
KPU Provinsi dan 
Kabupaten yag 
terintegrasi dengan 
KPU RI dalam 
Pemutakhiran data 
pemilih secara 
berkelanjutan 

50% 50% 65% 80% 100% 

 
 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana 

Strategis 2020-2024, maka target Kinerja Tahunan yang tercantum dalam 

rencana strategis dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. 

 

Tabel 4 

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2023 

 
No 

 
Sasasaran Program  

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

 

1 Terlaksananya Riset 
Kepemiluan 

Jumlah Riset Kepemiluan 1 Kajian 

2 Terlaksananya penetapan 
peraturan KPU sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan, serta 
pendokumentasian 
informasi hukum dan 
penyuluhan 

Presentasi peraturan KPU dan Keputusan 
KPU serta peraturan perundang-undangan 
yang telah didokumentasikan dan 
dipublikasikan 

100% 

3 Meningkatnya Kapasitas 
SDM yang Berkompeten 

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai 
terhadap standar kompetensi penugasannya 
di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten  

100% 

4 Terwujudnya dukungan 
sarana dan prasarana 
guna meningkatkan 
kelancaran tugas KPU 

Persentase tersedianya sarana dan 
prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja 
pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU 
Provinsi dan Kabupaten 

100% 

5 Meningkatnya 
akuntabilitas keuangan 
dan kinerja KPU 

Presentase KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil 
temuan BPK, BPKP, dan Inspektorat 

 
7 satker 

Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 
oleh Inspektorat  

B 



  
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 
www.kpu-sulbarprov.go.id 

  

 

Page   46  Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2023 

 

Presentase KPU Kabupaten yang 
melaporkan LKE Reformasi Birokrasi tepat 
waktu 

6 satker 

6 Terwujudnya data pemilih 
secara berkelanjutan 

Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi 
atau KPU Kabupaten dalam pemutakhiran 
data pemilih 

100 % 

7 Terwujudnya dukungan 
logistic dalam 
penyelenggaraan 
Pemilu/Pemilihan 

Persentase keberhasilan distribusi logistik 
Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat 
jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh 
Satker KPU Provinsi 

100 % 

8 Terwujudnya Tahapan 
Pemilu/Pemilihan sesuai 
jadwal 

Persentase keberhasilan penyelengaraan 
Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh 
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten 

100 % 

 

C. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 

 

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada 

Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 

2023, yang terdiri dari dua program sebagai berikut : 

Tabel 5 

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 

 

NO PROGRAM/ KEGIATAN 
ANGGARAN  

(Rp) 

1 

 
Program Dukungan 
Manajemen 
 

7.725.439.000 

2 
Penyelenggaraan  Pemilu 
Dalam Proses Konsoldasi 
Demokrasi 

22.014.831.000 

 JUMLAH 29.740.270.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program 

dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

(Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018) 

Dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis 

akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis 

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi 

serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.  

A.  Capaian Kinerja 

 
Tabel 6. Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat  

Tahun 2021-2023 
 

 
No 

 
Sasasaran 
Program  

 
Indikator Kinerja 

 
Target 
2023 

 
Realisasi 

2021 2022 2023 

1 Terlaksananya 
Riset Kepemiluan 

Jumlah Riset 
Kepemiluan 

1 Kajian - - - 

2 Terlaksananya 
penetapan 
peraturan KPU 
sesuai dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan, serta 
pendokumentasian 
informasi hukum 
dan penyuluhan 

Presentasi 
peraturan KPU 
dan Keputusan 
KPU serta 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
telah 
didokumentasikan 
dan 
dipublikasikan 

100% 90% 95% 100% 

3 Meningkatnya 
Kapasitas SDM 
yang Berkompeten 

Persentase 
kesesuaian 
kompetensi 
pegawai terhadap 
standar 

100% 70% 75% 80% 
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kompetensi 
penugasannya di 
KPU Provinsi dan 
KPU Kabupaten  

4 Terwujudnya 
dukungan sarana 
dan prasarana 
guna 
meningkatkan 
kelancaran tugas 
KPU 

Persentase 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana untuk 
memenuhi 
kebutuhan kerja 
pegawai yang 
berfungsi dengan 
baik di KPU 
Provinsi dan 
Kabupaten 

100% 80% 80% 100% 

5 Meningkatnya 
akuntabilitas 
keuangan dan 
kinerja KPU 

Presentase KPU 
Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota 
yang 
menindaklanjuti 
hasil temuan 
BPK, BPKP, dan 
Inspektorat 

 
7 satker 

 
6 satker 

 
6 satker 

 
6 

satker 

Nilai Hasil 
Evaluasi 
Implementasi 
SAKIP oleh 
Inspektorat  

B B B BB 

Presentase KPU 
Kabupaten yang 
melaporkan LKE 
Reformasi 
Birokrasi tepat 
waktu 

Pengisian 
LKE mulai 

tahun 
2023 

Pengisian 
LKE 
mulai 
tahun 
2023 

7 satker 7 satker 

6 Terwujudnya data 
pemilih secara 
berkelanjutan 

Persentase 
ketepatan waktu 
KPU Provinsi 
atau KPU 
Kabupaten dalam 
pemutakhiran 
data pemilih 

100 % 100% 100% 100% 

7 Terwujudnya 
dukungan logistik 
dalam 
penyelenggaraan 
Pemilu/Pemilihan 

Persentase 
keberhasilan 
distribusi logistik 
Pemilu/Pemilihan 
secara tepat 
jumlah, tepat 
jenis, tepat mutu, 

100 % 100% 100% 100% 
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dan tepat waktu 
oleh Satker KPU 
Provinsi 

8 Terwujudnya 
Tahapan 
Pemilu/Pemilihan 
sesuai jadwal 

Persentase 
keberhasilan 
penyelengaraan 
Pemilu/Pemilihan 
yang sesuai 
jadwal oleh KPU 
Provinsi atau 
KPU Kabupaten 

100 % 100% 100% 100% 

 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran Program Indikator Target Realisasi 

Terlaksananya 
penetapan peraturan 
KPU sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan, serta 
pendokumentasian 
informasi hukum dan 
penyuluhan 

Presentasi peraturan KPU dan 
Keputusan KPU serta peraturan 
perundang-undangan yang telah 
didokumentasikan dan 
dipublikasikan 

100% 100% 

 

Untuk mendukung Tugas dan Fungsi KPU Provinsi Sulawesi Barat, Sekretariat 

KPU Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk melakukan pendokumentasian 

Informasi Hukum serta melakukan penyuluhan/sosialisasi terkait hal tersebut. 

Selama tahun 2023, KPU Provinsi Sulawesi Barat telah memanfaatkan 

Teknologi Informasi dalam melakukan pendokumentasian informasi hukum di 

Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat, sehingga semua pihak (termasuk publik)  

yang berkepentingan dapat melakukan akses terhadap peraturan KPU.  

Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi 

hukum dan penyuluhan yang mana dapat diukur dari presentasi peraturan KPU dan 

Keputusan KPU serta peraturan perundang-undangan yang telah didokumentasikan 

dan dipublikasikan telah terealisasi di Tahun 2023. 
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Berikut daftar Informasi Hukum yang telah didokumentasi dan dipublikasi 

selama Tahun 2023 ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi  Hukum antara lain : 

Undang-undang 

 

1. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 

MENJADI UNDANG-UNDANG 

 

Peraturan 

1. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TAHAPAN PEMILIHAN 

UMUM 

2. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC 

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI 

3. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN 

ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI 

PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, 

DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

4. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

5. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 

PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI 

PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

6. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailuu-6a4a545870544e45
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailuu-6a4a545870544e45
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailuu-6a4a545870544e45
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailuu-6a4a545870544e45
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4665546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4665546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4665546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4665546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4665546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4665546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5277253344253344
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PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

7. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM 

INFORMASI DATA PEMILIH 

8. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

9. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA 

10. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

11. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN 

PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH 

12. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

13. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-464e546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5241253344253344
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UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA 

14. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2023 

TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN 

PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN 

SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM 

15. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 

16. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN 

SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN 

PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM 

17. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2023 

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA 

18. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2023 

TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 

19. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 

TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN 

WAKIL PRESIDEN 

20. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 

21. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN 

ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI 

PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, 

DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4d546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4e546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4e546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4a4e546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5241253344253344
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22. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

23. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN 

UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

24. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERLENGKAPAN 

PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN 

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN 

UMUM 

25. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM 

PEMILIHAN UMUM 

 

KEPUTUSAN 

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR 

PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN 

KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI 

BARAT PERIODE 2023-2028 

3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR 

PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5251253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailpkpu-4e4d546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-56645431523035555253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-56645431523035555253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-56645431523035555253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-56645431523035555253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-4a4e5431525531455653557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-4a4e5431525531455653557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-4a4e5431525531455653557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-4a4e5431525531455653557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-564e5430524531715253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-564e5430524531715253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-564e5430524531715253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-564e5430524531715253557a5241253344253344
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4. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 

UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

5. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

6. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 58/HK.05-KPT/76/PROV/IV/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI 

BARAT 

8. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

9. PELAKSANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT H. GANJAR PRANOWO , S.H., 

M.I.P DAN PROF. DR. H. MOH. MAHFUD MD 

10. PELAKSANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR H. PRABOWO SUBIANTO 

DAN GIBRAN RAKABUMING RAKA 

11. PELAKSANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT ANIES RASYID BASWEDAN DAN 

A. MUHAIMIN ISKANDAR 

https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-4a4e5431525535455453557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-4a4e5431525535455453557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-4a4e5431525535455453557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-4a4e5431525535455453557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-724e5430525535456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-724e5430525535456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-724e5430525535456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-724e5430525535456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431526b31556179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431526b31556179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431526b31556179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431526b31556179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431526b31556179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431526b31556179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431526b31556179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431524535555a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431524535555a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431524535555a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-524d5431524535555a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-56655431524531455153557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-56655431524531455153557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-56655431524531455153557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-56655431524531455153557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555979557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555979557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555979557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31365653557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31365653557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31365653557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555a79557a5241253344253344
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12. PELAKSANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT H. PRABOWO SUBIANTO DAN 

GIBRAN RAKABUMING RAKA 

13. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI 

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DI 

WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 

14. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 89 

TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM 

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

15. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 97 

TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT 

PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI 

SULAWESI BARAT TAHUN 2024 

EDARAN 

1. SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN 

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM 

2. SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG IZIN PERKAWINAN, 

PERCERAIAN, SERTA PEMBINAAN DISIPLIN TERKAIT HIDUP BERSAMA, 

ZINA, DAN PERBUATAN ASUSILA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

3. SURAT EDARAN NOMOR : 15 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN 

APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI 

https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555753557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555753557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b31555753557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a655431524539555253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a655431524539555253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a655431524539555253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a655431524539555253557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39455a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39455a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39455a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39455a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39455a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39455a79557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/sulbar/detailkepkpud-6a4d5431526b39456179557a5241253344253344
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se009..pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se009..pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se009..pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se012.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se012.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se012.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se012.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se012.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se012.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se015.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se015.pdf
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(SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI 

PEMILIHAN UMUM 

4. SURAT EDARAN NOMOR : 23 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN 

APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI 

(SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH, 

DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 

PUTUSAN 

1. TANDA TERIMA SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA 

PROSES PEMILU Nomor : 007 /PS.00.01/SR/01/2023 

2. TANDA TERIMA SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA 

PROSES PEMILU Nomor : 009 /PS.00.01/SR/01/2023 

3. PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA 

PROSES PEMILU Nomor Register: 004/PS.REG/76/II/2023 

Belum meratanya pemahamam terkait aplikasi Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) di seluruh satker KPU Provinsi Sulawesi Barat menjadi  

kendala dalam melakukan dokumentasi dan publikasi Informasi Hukum, mengatasi 

hal tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Barat juga telah melakukan Upaya-upaya untuk 

mengatasi kendala tersebut melalui Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas 

Penyusunan Produk Hukum bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Se-Sulawesi 

Barat yang bertujuan untuk : 

• Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum bagi KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten Se-Sulbar 

• Peningkatan Pemahaman terkait Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Se-Sulawesi 

Barat 

• Peningkatan Pemahamam Pendokumentasian Produk Hukum pada Aplikasi 

(JDIH) 

Sasaran Program  Indikator Target Realisasi 

Meningkatnya 
Kapasitas SDM 
yang Berkompeten 

Persentase kesesuaian kompetensi 
pegawai terhadap standar kompetensi 
penugasannya di KPU Provinsi dan 
KPU Kabupaten  

100% 80% 

https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se015.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se015.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se023.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se023.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se023.pdf
https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/2023se023.pdf
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Kompetensi Pegawai  

Sekretariat KPU Provinsi  dan Sekretariat KPU Provinsi Se-Sulawesi Barat 

memiliki sebanyak  224 orang pegawai yang terdiri dari 122 orang  Pegawai Negeri 

Sipil dan 224 orang Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang 

tersebar di setiap satker di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat.  

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas SDM seperti Belum 

meratanya kompetensi SDM di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Se-

Sulawesi Barat baik daari segi Pendidikan, hard skill dan soft skill. Hal ini menjadi 

faktor tidak tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas SDM yang 

Berkompeten di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat. 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum terus berupaya untuk meningkatkan  

Kompetensi Sumber Daya Manusia di  Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Barat dengan melakukan upaya-upaya antara lain: 

- Melaksanakan Bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan ditingkat pusat 

yang melibatkan pejabat perbendeharaan sampai tingkat terbawah. 

- Melaksanakan BIMTEK dan pelatihan bagi operator yang 

mengoperasikan Aplikasi di masing-masing Sub. Bagian. 

- Melaksanakan pelatihan pengadaan Barang dan Jasa 

- Melaksanakan Pelatihan PBJ 

- Melaksanakan Pelatihan Jurnalistik 

- Melaksanakan Pelatihan Legal Drafting 

- Melaksanakan Pelatihan Desain Grafis 

- Melaksanakan Pelatihan Infografis 

- Melaksanakan Pelatihan Sengketa PHPU 

- KPU Provinsi Sulawesi Barat mendukung SDM di Lingkungan KPU 

untuk melanjutkan Pendidikan Tata Kelola Pemilu bagi yang telah 

memenuhi syarat dan ketentuan. PNS KPU yang telah Lulus Program 

tata kelola pemilu antara lain: Andres melkisedek    (KPU 

Pasangkayu), Andi Masnira (KPU Pasangkayu), Ros Pratiwi asnur 

(KPU Kab. Mamuju). 
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Sasaran Program Indikator Target Realisasi 

Terwujudnya 
dukungan sarana dan 
prasarana guna 
meningkatkan 
kelancaran tugas 
KPU 

Persentase tersedianya sarana dan 
prasarana untuk memenuhi 
kebutuhan kerja pegawai yang 
berfungsi dengan baik di KPU 
Provinsi dan Kabupaten 

100% 100% 

Sarana Prasarana 

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat perlu 

didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni. Tahun 2023 Sekretariat 

KPU Provinsi telah menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan 

kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU 

Kabupaten Se-Sulawesi Barat. Sarana Prasanara antara lain : 

- Prasarana Gedung Kantor telah dilakukan pemeliharaan yang baik sehingga 

dapat menunjang kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Barat, baik 

komisioner dan sekretariat. 

- Pemenuhan Sarana berupa Pengadaan Belanja Modal berupa Meubelair, 

Peralatan Elektronik (Komputer, Laptop, Mic Conference, Loudspeaker dan 

Televisi untuk Ruangan Pimpinan) telah tersedia dan terpenuhi di KPU 

Provinsi Sulawesi Barat. 

- Fasilitas Kantor disediakan oleh Satuan Kerja guna mendukung kinerja 

pegawai berupa prasarana dan sarana yang baik, dilakukan pemeliharaan 

dan pengadaan sesuai kebutuhan. 

- Sewa Kendaraan Jabatan dan Operasional untuk Komisioner, Sekretaris dan 

Kepala Bagian juga telah tersedia dan digunakan sebagai sarana transportasi 

mendukung kinerja organisasi, berfungsi dengan baik ditandai dengan 

pemeliharaan dan perbaikan (jika diperlukan) oleh penyedia dengan kualitas 

yang baik. 

- Fasilitas Kantor disediakan oleh Satuan Kerja guna mendukung kinerja 

pegawai berupa prasarana dan sarana yang baik, dilakukan pemeliharaan 

dan pengadaan sesuai kebutuhan. 
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- Gedung dan Gudang KPU Kabupaten berfungsi dengan baik dan sesuai 

standar, baik yang merupakan milik sendiri atau status sewa  untuk 

mendukung kelancaran penyimpanan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024. 

 

 

Hasil Temuan BPK, BPKP, dan Inspektorat 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat telah menindaklanjuti semua 

hasil temuan berdasarkan hasil review Inspektorat di Tahun 2023. Namun masih ada 

temuan yang masih dalam proses Tindak Lanjut di Provinsi Sulawesi Barat terkait 

Temuan Administrasi Pilkada 2017. 

Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat 

Nilai Akuntabilitas Kinerja  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

dinilai oleh Inspektorat KPU Provinsi Sulawesi Barat. Hasil Evaluasi atas 

Implementasi SAKIP KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 menunjukkan nilai 

sebesar 77,25 dengan kategori BB atau sangat baik dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 7. Nilai Akuntabilitas Kinerja 

No Uraian Bobot Nilai Presentase 

1 Perencanaan Kinerja 30,00 24,90 28,18 

2 Pengukuran Kinerja 30,00 22,80 23,71 

3 Pelaporan Kinerja 15,00 13,05 13,50 

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Internal 

25,00 16,50 16,83 

 Hasil Hasil Evaluasi 100,00 77,25 82,22 

 Kategori Akuntabilitas BB 

Sasaran Strategis  Indikator Target Realisasi 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
keuangan dan kinerja 
KPU 

Presentase KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang 
menindaklanjuti hasil temuan BPK, 
BPKP, dan Inspektorat 

 
7 satker 

 
7 satker 

Nilai Hasil Evaluasi Implementasi 
SAKIP oleh Inspektorat  

B BB 

Presentase KPU Kabupaten yang 
melaporkan LKE Reformasi 
Birokrasi tepat waktu 

6 satker 7 satker 
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Untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 

akan dinilai kembali oleh Inspektorat. KPU Provinsi Sulawesi Barat elah 

mempersiapkan bahan berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan evaluasi 

tersebut. 

Reformasi Birokrasi  

Kebijakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal KPU Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2022 dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-

Kpt/01/KPU/N/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemillhan Umum Kabupaten/Kota yang mendasari Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (PMPRB). Fokus area evaluasi reformasi birokrasi yang 

dilakukan mencakup delapan area perubahan yaitu: 

1. Manajemen Perubahan. 

2. Diregulasi Kebijakan. 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi. 

4. Penataan Tatalaksana. 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM. 

6. Penguatan Akuntabilitas. 

7. Penguatan Pengawasan. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Nilai pelaksanaan RB diperoleh melalui evaluasi atas komponen pengungkit 

(bobot 60%) dan evaluasi terhadap komponen hasil (bobot 40%). Komponen 

pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan (20%), Hasil Antara 
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Area Perubahan (10%), dan Aspek Reform (30%). Kategori-kategori pengungkit ini 

menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: 

manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM 

aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.  

Komponen hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan 

yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam mewujudkan sasaran Reformasi 

Birokrasi, yang terdiri dari: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%), Kualitas 

Pelayanan Publik (10%), Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN (10%), dan 

Kinerja Organisasi (10%).  

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan 

untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai 

berikut:  

1) AA : nilai >90-100, predikat Istimewa  

2) A : nilai >80-90, predikat Sangat Baik  

3) BB : nilai >70-80, predikat Baik  

4) B : nilai >60-70, predikat Cukup Baik 

 5) CC : nilai >50-60, predikat Cukup 

 6) C : nilai >30-50, predikat Buruk  

 7) D : nilai 0-30, predikat Sangat Buruk. 

KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, evaluasi dilakukan dalam rangka 

mengetahui capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan permasalahan yang 

dihadapinya, pelaksanaannya meliputi evaluasi intemal maupun eksteral. Evaluasi 

internal dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi (monev) oleh Unit Kerja yang 

memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan reformasi 

birokrasi di KPU Provinsi Sulawesi Barat.  
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Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat mendapat predikat sangat baik masuk dalam kategori A 

dengan nilai 87.94 

KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat juga telah mengumpulkan Lembar Kerja 

Evaluasi Reformasi Birokrasi tepat waktu dengan Penilaian sebagai berikut: 

 

Untuk tahun 2023  aturan terkait Reformasi Birokrasi mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

republik indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2020 

tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pembaharuan aturan 

tersebut menjadilan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi yang digunakan pada tahun sebelumnya sudah tidak relevan, 

Tabel 8. REKAP HASIL EVALUASI LKE RB TAHUN 2022  
KPU KABUPATEN SE-SULAWESI BARAT 

  

NO SATKER 
Penilaian 
Mandiri 

Kabupaten 
Ranking 

Penilaian 
Provinsi 

Ranking 

1 2 3 4 5 6 

1 
KPU Kab. 
Mamuju 

77,94% 2 73,49% 1 

2 
KPU Kab. 
Polewali Mandar 

75,00% 3 71,94% 2 

3 KPU Kab. Majene 65,60% 5 71,81% 3 

4 
KPU Kab. 
Mamasa 

81,40% 1 70,57% 4 

5 
KPU Kab. 
Pasangkayu 

63,64% 6 70,47% 5 

6 
KPU Kab. 
Mamuju Tengah 

69,41% 4 70,38% 6 
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dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menunggu informasi secara 

berjenjang terkait penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk tahun-tahun berikutnya 

dengan tetap meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

 
Sasaran Program 

 
Indikator 

 
Target 

 
Realisasi 

Terwujudnya data 
pemilih secara 
berkelanjutan 

Persentase ketepatan waktu KPU 
Provinsi atau KPU Kabupaten 
dalam pemutakhiran data pemilih 

100 % 100% 

 

Pemutakhiran Daftar Pemilih Secara  Berkelanjutan  

 Pemutakhiran Data Berkelanjutan berakhir pada Bulan September 2022. 

Seluruh Satker se – Sulawesi Barat telah melaksanakan Pemutakhiran Data 

Berkelanjutan sesuai waktu yang telah ditentukan. Data tersebut menjadi data 

sandingan untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tahapan 

Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024. 

Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap 

 Berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Keputusan Komisi Pemilih 

Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum,  Penetapan Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai berikut dijadwalkan 

sebagai berikut: 

Tabel 9. Jadwal Penetapan DPT Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 
 

NO PROGRAM /KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

 
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN 

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 

14 

Desember 

2022 

4 Juli 

2023 

 a. Penyusunan Daftar Pemilih 
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  1) 

Penyerahan Data Penduduk Potensial 

Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri 

Dalam Negeri oleh Menteri Luar 

Negeri Kepada KPU 

Rabu, 14 

Desember 

2022 

Rabu, 14 

Desembe

r 2022 

  2) 

Penyandingan Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir yang 

telah dimuktahirkan secara 

berkelanjutan dengan DP4 hasil 

Sinkronisasi 

Kamis, 15 

Desember 

2022 

Kamis, 05 

Januari 

2023 

  3) 

Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

Jumat, 06 

Januari 

2023 

Sabtu, 13 

Januari 

2023 

  4) 
Penyusunan Bahan Pencocokan dan 

Penelitian 
  

   
a) KPU Kabupaten Kota diantu 

oleh PPK 
Sabtu, 14 

Januari 

2023 

Minggu, 

13 

Februari 

2023 

   b) PPK dibantu oleh PPS 

   c) PPS dibantu oleh Pantarlih 

  5) Coklit Oleh Pantarlih 

Minggu, 

12 

Februari 

2023 

Selasa, 

14 Maret 

2023 

 b. Penyusunan DPS 

  1) 

Penyusunan Daftra Pemilih Hasil 

Pemuktahiran oleh PPS dibantu oleh 

Pantarlih 

Selasa, 28 

Februari 

2023 

Rabu, 29 

Maret 

2023 

  2) 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil 

Pemuktahiran tingkat Kelurahan/desa 

oleh PPS 

Kamis, 30 

Maret 

2023 

Jumat, 31 

Maret 

2023 

  3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Sabtu, 01 Minggu, 
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Pemutakhiran  tingkat kelurahan/desa 

oleh PPS 

April 2023 02 April 

2023 

  4) 
Menyusun DPS oleh KPU 

Kabupaten/Kota 

Kamis, 30 

Maret 

2023 

Selasa, 

04 April 

2023 

  5) 
Rekapitulasi dan menetapkan DPS 

oleh KPU Kabupaten/Kota 

Rabu, 05 

April 2023 

Rabu, 05 

April 2023 

  6) 

Pencetakan dan Pendistribusian DPS 

oleh KPU kabupaten/Kota Kepada 

PPS melaui PPK 

Kamis, 06 

April 2023 

Selasa, 

11 April 

2023 

  7) 
Penyampaian salinan DPS oleh KPU 

Kabupaten/Kota kepada Stakeholders 

Kamis, 06 

April 2023 

Rabu, 12 

April 2023 

  8) Analisa Kegandaan 
Kamis, 06 

April 2023 

Rabu, 12 

April 2023 

  9) Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi 
Kamis, 13 

April 2023 

Jumat, 14 

April 2023 

  10) 
Penyampaian hasil rekapitulasi DPS 

oleh KPU Provinsi kepada KPU 

Sabtu, 15 

April 2023 

Senin, 17 

April 2023 

  11) 
Penetapan hasil rekapitulasi DPS di 

KPU 

Selasa, 18 

April 2023 

Rabu, 19 

April 2023 

  12) Pengumuman DPS oleh PPS  
Rabu, 12 

April 2023 

Selasa, 

25 April 

2023 

  13) 

Penyampaian salinan DPS kepada 

peserta Pemilu tingkat Kecamatan 

oleh PPS melalui PPK 

Rabu, 12 

April 2023 

Selasa, 

25 April 

2023 

  14) 
Masukan dan tanggapan terhadap 

DPS  

Rabu, 12 

April 2023 

Selasa, 

02 Mei 

2023 

  15) Perbaikan DPS dan penyusunan Senin, 24 Minggu,0
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DPSHP oleh PPS April 2023 7 Mei 

2023 

  16) 
Rekapitulasi DPSHP tingkat 

Kelurahan/Desa oleh PPS 

Minggu, 

07 Mei 

2023 

Senin, 08 

Mei 2023 

  17) 
Rekapitulasi DPSHP tingkat 

Kecamatan oleh PPK 

Selasa, 09 

Mei 2023 

Rabu, 10 

Mei 2023 

  18) 
Rekapitulasi dan penetapan DPSHP 

oelh KPU Kabupaten/Kota 

Kamis, 11 

Mei 2023 

Jumat, 12 

Mei 2023 

  19) 

Pencetakan dan pendistribusian 

DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota 

kepada PPS melaui PPK 

Sabtu, 13 

Mei 2023 

Kamis, 18 

Mei 2023 

  20) 

Penyampaian salinan DPSHP oleh 

KPU Kabupaten/Kota kepada 

Stakeholders 

Sabtu, 13 

Mei 202 

Jumat, 19 

Mei 2023 

  21) 
Pengumuman, masukan dan 

tanggapan atas penetapan DPSHP 

Rabu, 17 

Mei 2023 

Selasa, 

23 Mei 

2023 

 c. Penyusunan DPT 

  1) 
Perbaikan DPSHP dan penyusunan 

DPSHP akhir oleh PPS  

Mingggu, 

21 Mei 

2023 

Rabu, 31 

Mei 2023 

  2) 
Rekapitulasi DPSHP akhir tingkat 

Kelurahan/Desa oleh PPS 

Kamis, 01 

Juni 2023 

Jumat, 02 

Juni 2023 

  3) 
Rekapitulasi DPSHP akhir tingkat 

Kecamatan oleh PPK 

Sabtu, 03 

Juni 2023 

Senin, 05 

Juni 2023 

  4) 

Rekapitulasi DPSHP akhir oleh KPU 

Kabupaten/Kota untuk bahan 

penetapan DPT 

Selasa, 06 

Juni 2023 

Jumat, 16 

Juni 2023 

  5) Analisa Kegandaan Sabtu, 10 Senin, 19 
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Juni 2023 Juni 2023 

  6) 
Rekapitulasi dan penetapan DPT oleh 

KPU Kabupaten/Kota 

Selasa, 20 

Juni 2023 

Rabu, 21 

Juni 2023 

  7) 

Pencetakan dan Pendistribusian DPT 

oleh KPU Kabupaten/Kota kepada 

PPS melalui PPK 

Kamis, 22 

Juni 2023 

Selasa, 

27 Juli 

2023 

  8) 
Penyampaian salinan DPT oleh KPU 

kabupaten/Kota kepada Stakeholders 

Kamis, 22 

Juni 2023 

Rabu, 28 

Juli 2023 

  9) Penumuman DPT 
Kamis, 22 

Juni 2023 

Rabu, 14 

Februari 

2024 

  10) 

Penyampaian hasil penetapan dan 

rekapitulasi serta salinan DPT oleh 

KPU Kabupaten/Kota  

Kamis, 22 

Juni 2023 

Rabu, 28 

Juni 2023 

  11) Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi 
Selasa, 27 

Juni 2023 

Kamis, 29 

Juni 2023 

  12) 
Penyampaian hasil rekapitulasi DPT 

di KPU Provinsi kepada KPU 

Kamis, 29 

Juni 2023 

Sabtu, 01 

Juli 2023 

  13) 
Penetapan hasil rekapitulasi DPT 

Nasional di tingkat KPU 

Minggu, 

02 Juli 

2023 

Selasa, 

04 Juli 

2023 

 d. Penyusunan DPTb 

  1) 

Penyusunan Daftar Pemilih 

Tambahan oleh PPS, PPK dan KPU 

Kabupaten/Kota 

Kamis, 22 

Juni 2023 

Rabu, 07 

Februari 

2024 

  2) 
Rekapitulasi Daftar Pemilih 

Tambahan oleh KPU Kabupaten/Kota 

Jumat, 23 

Juni 2023 

Kamis, 08 

Februari 

2024 
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 Pada Tahun 2023 Data hasil sanding DP4 dan diturunkan oleh KPU RI ke KPU 

Kabupaten melalui KPU Provinsi. Berikut infografis sebaran pemilih di TPS hasil 

sinkronisasi DP4 dengan DPB Kabupaten Se- Sulawesi Barat :  

Gambar 4. Infografis sebaran pemilih di TPS hasil sinkronisasi DP4 dengan DPB 

Kabupaten Se- Sulawesi Barat 

 

 

 

 Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Sulawesi Barat 

melakukan proses pencocokan dan penelitian Data Pemilih yang selanjutnya akan 

disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara. Berikut infografis Pemetaan TPS dan 

Jumlah Pemilih rata-rata dan Daftar Pemilih Sementara. 
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Gambar 5. Infografis Rekap DPS Pemilu Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Infografis Rekap DPS Pemilu Tahun 2024 
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 Daftar Pemilih Sementara yang telah disusun selanjutnya akan dimutakhirkan 

menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Selanjutnya Daftar 

Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dimutakhirkan Kembali berdasarkan 

tanggapan Masyarakat ataupun stakeholder terkait yang akhirnya akan menjadai 

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024. 

 Berikut Infografis Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 

Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2023. 

 
Gambar 7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 
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Gambar 8. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 
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Gambar 9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan generasi dan 
Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sasaran Program 

 
Indikator 

 
Target 

 
Realisasi 

Terwujudnya 
dukungan logistik 
dalam 
penyelenggaraan 
Pemilu/Pemilihan 

Persentase keberhasilan distribusi 
logistik Pemilu/Pemilihan secara 
tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, 
dan tepat waktu oleh Satker KPU 
Provinsi 

 
 

100 % 

 
 

100% 

 

Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan  

Untuk Tahun 2023 KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Se-

Sulawesi Barat telah melaksanakan dukungan logistik dalam penyelenggaraan 

Pemilu sesuai dengan tahapan. Pengiriman logistik sedang  dalam proses dari 

penyedia ke KPU Kabupaten, proses distribusi dari gudang KPU Kabupaten ke PPK 
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Kecamatan sampai ke TPS belum terlaksana, menunggu logistik sampai ke gudang 

dan timeline distribusi di tahun 2024. 

 
Sasaran Program 

 
Indikator 

 
Target 

 
Realisasi 

Terwujudnya 
Tahapan 
Pemilu/Pemilihan 
sesuai jadwal 

Persentase keberhasilan 
penyelengaraan 
Pemilu/Pemilihan yang sesuai 
jadwal oleh KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten 

100 % 100% 

 

Penyelengaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal  

KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat melaksanakan 

penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Tahapan pemilu Serentak 

2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut 

kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi selama Tahapan Pemilu di 

Tahun 2023 antara lain : 

1. TAHAPAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA 

PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN 

PEMILIH  

a. PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEMILU  

(14 JUNI 2022 - 14 JUNI 2024) 

KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan sebanyak 17 kali revisi 

di Tahun 2023 untuk mendukung tahapan pemilu 2024 

2. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  

(14OKTOBER 2022 - 21 JUNI 2023)  

 Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan 

Penyusunan Daftar Pemilih di Tahun 2023 antara lain: 

a. Rapat Koordinasi Persiapan Pencocokan dan Penelitian Penyusunan 

Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 

b. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) 

Pemilihan Umum 2024 

c. Rapat Koordinasi Menuju Persiapan Penyusunan DPT Pemilu tahun 2024 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat 
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d. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat 

e. Rapat Pra-Pleno dan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) Pemilu Tahun 2024 Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat 

3. PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN  

(14 OKTOBER 2022 - 9 FEBRUARI 2023) 

a. Sosialisasi Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPD Provinsi 

Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2024 ( Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, 

Rabu 12 April 2023) 

4. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA 

DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 

A. ANGGOTA DPD (6 DESEMBER 2022 - 25 NOVEMBER 2023) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan pencalonan anggota DPD 

antara lain : 

• Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Minimal Perbaikan 

Kedua Bakal Calon DPD ( Mamuju, 24 Maret 2023 ) 

• Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual 

Syarat Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon 

DPD  

( Mamuju, 1 Maret 2023 ) 

• Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi 

Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon DPD Dan Pencuplikan 

Sampel Bakal Calon DPD ( Kantor KPU Provinsi Sulawesi 

Barat, 22 Februari 2023 ) 

• Pencabutan Sampel Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon 

DPD ( Mamuju, 4-5 Februari 2023 ) 

• Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi 

Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon DPD (Mamuju, 3 

Februari 2023 ) 

• Bimbingan Teknis Aplikasi Silon Syarat Dukungan Bakal Calon 

DPD ( Mamuju, 2 Februari 2023 ) 
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• Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal 

Calon DPD Kpu Provinsi Dan Kpu Kabupaten Se-Sulawesi 

Barat (Mamuju, 26 Januari 2023) 

• Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi 

Dukungan Minimal Pencalonan Perseorangan Anggota DPD 

Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (19 

Januari 2023 ) 

• Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi   

5. ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  

(24 APRIL 2023 - 25 NOVEMBER 2023) 

Kegiatan yang dilaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD 

provinsi antara lain: 

• Uji Publik 1, 2 & 3 Rancangan Daerah Pemilihan Dan Alokasi 

Kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten 

Polewali Mandar, 17 Januari 2023, (Kabupaten Pasangkayu, 20 

Januari 2023) (Kabupaten Mamuju, 21 Januari 2023) 

• Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Tahapan & Rapat 

Pleno Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan 

Partai Rakyat Adil Dan Makmur (5 April 2023) 

• Bimbingan Teknis Tata Cara Pengaduan  Bakal Calon Anggota 

DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota & Sosialisasi 

Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan 

DPRD Kabupaten/Kota Serta Pendaftaran Bakal Calon Anggota 

DPD Dan Penggunaan Silon ( 17 April 2023 ) 

• Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon DPD Dan Pengajuan 

Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Untuk Pemilu 

Serentak Tahun 2024 (1-14 Mei 2023) 

• Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Akhir Verivikasi 

Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPD Dan Bakal 

Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten Se-Sulawesi Barat 

Untuk Pemilu Tahun 2024 ( 19 Juni 2023 ) 
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• Rapat Koordinasi Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi 

Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPD Dan Bakal 

Calon DPRD Provinsi Untuk Pemilu Tahun 2024 (24 Juni 2023) 

• Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan Penyusunan Dan 

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD, 

DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Pada Pemilu Tahun 2024 

(04 Agustus 2023) 

• Penyerahan Berita Acara Hasil Akhir Verivikasi Administrasi 

Dokumen Bakal Calon Anggota DPD Dan Bakal Calon Anggota 

DPRD Provinsi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (05 

Agustus 2023) 

• Rapat Koordinasi Persiapan Vermin Hasil Pencermatan Daftar 

Calon Tetap (DCT) (13 Oktober 2023) 

• Penyampaian Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD 

Provinsi Sulawesi Barat Dan Persetujuan Desain Foto Serta 

Nama Calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat Pemilu 

Tahun 2024   ( 3 November 2023 ) 

6.  MASA KAMPANYE PEMILU (28 NOVEMBER 2023 - 10 FEBRUARI 2024 

• Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 

2024 (Mamuju 22 November 2023) 

• Sosialisasi Regulasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 

Di Lembaga Penyiaran  Dan Perjanjian Kerjasama Antara KPU 

Provinsi Sulawesi Barat Dan Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah Sulawesi Barat ( Mamuju, 27 Desember 2023 ). 

 

6. Realisasi Anggaran 

Presentase Realiasasi Anggaran di tahun 2023 disajikan berdasarkan data 

perbandingan antara  Anggaran tahun 2023 dengan Realisasi Anggaran Tahun 

2023. Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel  berikut : 
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Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2023 

 

NO 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

ANGGARAN  
(Rp) 

REALISASI  
(Rp) 

SISA 
ANGGARAN  

(Rp) 

% 
Realisasi 

1 

 
Program 
Dukungan 
Manajemen 
 

7.725.439.000 7,719,088,407 6.350.593 99.91% 

2 

Penyelenggaraan  
Pemilu Dalam 
Proses 
Konsoldasi 
Demokrasi 

22.014.831.000 21.607.263.312 407,567,688 98.15% 

 JUMLAH 29.740.270.000 29,326,351,719 413.918.281 98.65% 

 

 Berdasaran tabel diatas, Anggaran  Kegiatan pada Program Dukungan 

Manajemen terealisasi sebesar 99,91% yaitu sebesar 7,719,088,407 ( Tujuh Milyar 

Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh 

Ribu Rupiah ) dan Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses 

Konsolidasi Demokrasi terealisasi sebesar 98,15 yaitu sebesar 21.607.263.312 (Dua 

Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga 

Ratus Dua Belas Rupiah) 
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BAB IV 

 PENUTUP 

LKjIP KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 merupakan wujud 

akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugasnya. 

Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU 

berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU 

Tahun 2020-2024.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2023 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan 

oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2 023. Berbagai capaian 

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun 

analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi 

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, 

keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, 

dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society. 

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi antara lain 

adalah : 

1. Melakukan sosialisasi Pemilu dengan metode/strategi yang lebih variatif baik 

secara online maupun tatap muka yang ditujukan kepada pemilih pemula, 

pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih 

keagamaan;   

2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan 

profesionalisme KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta 

masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;  

3. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan 

dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LKjIP pada 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten baik secara langsung maupun dengan 

bekerjasama dengan BPKP dan Inspektorat dalam pendampingan penyusunan  

LKjIP KPU;  

4. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi 

perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai 

ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan 

pengepakan yang lebih efektif. 
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5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat dengan melaksanakan  berbagai pelatihan dan pengembangan 

softskill dan hardskill 

6. Meningkatkan jumlah SDM Program Beasiswa Tata Kelola Pemilu dan Beasiswa 

S2 di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat 

LAMPIRAN : 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

                                                         

 

 



LAMP!RAN



\

PROGRAM

1) Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolida$ Demokrasi

2) Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 6.673.3.10.000,-

Rp. 7.470.290.000,-

Mamuju Februari 2023

SI
UMUM
BARAT

(r

*

No Sasasaran Program Iddikator Kinerja Target

1 Terlaksananya
Kepemiluan

Riset lumlah Riset Kepemiluan 1 Kajian

2 Terlaksananya penetapan
peraturan KPU sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta
pendokumentasian informmi
hukum dan penyuluhan

Presenbsi peraturan KPU dan Keputusan KPU
serta peraturan perundang-undangan yang telah
didokumentasikan dan dipublikasikan

100o/o

3 Menlngkatnya Kapasitas
SDM yang Berkompeten

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai
terhadap standar kompetensi penugasannya di
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten

100o/o

4 Terwujudnya dukungan
sarana dan prasarana guna
meningkatkan kelancaran
tugas KPU

Persentase tersedianya sarana dan pftlsarana
untuk memenuhi kebutuhan keda pegawai yang
berfungsi dengan baik di KPU Provinsi dan
Kabupaten

100o/o

5 Meningkatnya akuntabilitas
keuangan dan kinerF KPU

Presentase KPU Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti
temuan BPK, BPKP, dan Inspektorat

KPU
hasil 7 satker

Nilai H6il Evaluasi Implementasi SAKIP oleh
Inspekorat

B

Presentase KPU Kabupaten yang melaporkan LKE
Reformasi Birokrasi tepat waktu

6 satker

Terwujudnya data pemilih
secara berkelanjutan

Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten dalam pemutakhiran data pemilih

100 o/o

6 Terwujudnya
logistic
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan

dukungan
dalam

Persentase keberhasilan distribusi logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat
jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh Satker
KPU Provinsi

100 o/o

7 Tahapan
SESUAi

TeMujudnya
Pemilu/Pemilihan
jadwal

Persentas€ keberhasilan penyelengaraan
Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten

100 o/o

/t

PEUANJIAN KINERJA TAHUN 2023
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